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BAB 1
PENDAHULUAN

0. LATAR BELAKANG
Kebijakan publik merupakan sebuah tindakan pemerintah yang diarahkan untuk memenuhi kepentingan publik. Dalam pandangan Dye (2002:1), dikutip dalam Handoyo, E., 2012 kebijakan publik didefinisikan sebagai "whatever government choose to do or not to do" yang berarti kebijakan publik merupakan sebuah pilihan pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Hal ini sejalan dengan pandangan Anderson (2000) dikutip dalam Handoyo, E., 2012 yang juga menyatakan bahwa kebijakan publik adalah pilihan yang dibuat oleh pejabat dan badan-badan pemerintahan. Menurut Carl J. Friedrich, dikutip dalam Handoyo, E., 2012 kebijakan publik melibatkan sejumlah tindakan yang bertujuan untuk mengatasi usaha mencapai tujuan atau merealisasikan tujuan dan sasaran dalam suatu lingkungan tertentu. Dengan demikian, kebijakan publik tidak hanya berkaitan dengan apa yang dapat atau tidak dapat dilakukan pemerintah, tetapi juga menyangkut sejumlah aktivitas yang berkaitan dengan kepentingan publik.
Kebijakan terdiri dari dua aspek, yaitu sebagai bagian dari praktik sosial yang lebih luas dan sebagai langkah atau tindakan yang diambil sebagai respons terhadap peristiwa yang terjadi. Dalam konteks kehidupan sosial yang dinamis, kebijakan dipertimbangkan dengan memperhatikan berbagai kejadian yang terjadi dalam masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan tidak dapat dianggap sebagai sesuatu yang terisolasi atau asing, melainkan sebagai respons terhadap kondisi dan kebutuhan masyarakat. Selain itu, kebijakan juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan dan harmoni di antara pihak-pihak yang berkonflik, serta memberikan insentif untuk mendorong kerjasama di antara mereka yang merasa diperlakukan secara tidak adil dalam usaha bersama (Thoha, 2012), dikutip dalam Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A., 2017.
Adapun unsur-unsur kebijakan, Abidin (2006), dikutip dalam Handoyo, E., 2012 mencatat empat unsur penting dari kebijakan, yaitu tujuan kebijakan, identifikasi masalah, tuntutan, dan dampak atau outcomes.
Pertama, tujuan kebijakan haruslah baik, rasional, dan berorientasi ke depan. Tujuan tersebut juga harus dapat diterima oleh banyak pihak dan tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh banyak pihak atau mewakili kepentingan mayoritas dalam masyarakat.
Kedua, masalah merupakan unsur penting dari suatu kebijakan. Salah dalam menentukan masalah apa yang hendak dipecahkan, dapat menimbulkan kegagalan total dalam seluruh proses kebijakan. Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi masalah dengan tepat agar alternatif pemecahan yang dijadikan sebagai kebijakan bersifat komprehensif dan dapat digunakan untuk memecahkan masalah berdasarkan sebab-sebab yang multidimensional.
Tuntutan merupakan unsur ketiga dari suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat dalam proses perumusan kebijakan sangat penting, baik dalam bentuk dukungan, kritik, maupun tuntutan. Tuntutan bisa muncul karena terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan atau munculnya kebutuhan baru setelah suatu permasalahan teratasi atau suatu tujuan telah dicapai.
Dampak atau outcomes merupakan unsur terakhir dari kebijakan. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Tindakan kebijakan akan berpengaruh terhadap pertambahan atau pengurangan berlipat ganda dari pendapatan masyarakat secara keseluruhan.
Masyarakat mengharapkan pemerintah dapat melayani kepentingan mereka dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang mereka hadapi. Oleh karena itu, kebijakan publik harus didesain untuk menghilangkan atau setidaknya mengurangi ketidaknyamanan dan ketidaksenangan individu dan kelompok-kelompok masyarakat (Dye 2002), dikutip dalam Handoyo, E., 2012.

0. RUMUSAN MASALAH
° Menjelaskan tentang aspek-aspek kebijakan publik
° Menjelaskan tentang unsur-unsur kebijakan publik


















BAB 2
PEMBAHASAN

2.1 Definisi Kebijakan Publik
Kebijakan publik merupakan tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Dalam konteks ini, kebijakan publik tidak hanya mencakup apa yang dilakukan pemerintah, tetapi juga apa yang tidak dilakukan. Seperti yang dinyatakan oleh Dye (2002), dikutip dalam Handoyo, E., 2012 kebijakan publik adalah "whatever government choose to do or not to do," yang menekankan pentingnya pilihan-pilihan yang dibuat oleh pemerintah dalam merespons kebutuhan dan harapan masyarakat.
Kebijakan publik dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas pemerintah untuk memecahkan masalah masyarakat, baik secara langsung maupun melalui lembaga yang berpengaruh. Rangkaian kegiatan atau tindakan yang diusulkan oleh pemerintah untuk mengatasi hambatan atau kesulitan dalam  mencapai tujuan yang diinginkan. Keputusan atau pilihan tindakan yang mengatur pengelolaan dan pendistribusian sumber daya alam dan manusia untuk kepentingan publik.
Kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, atau lokal. Lingkup studi kebijakan publik sangat luas, karena mencakup berbagai bidang dan sektor, seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, dan hukum.
Dari perspektif ini, kebijakan publik berfungsi sebagai jembatan antara pemerintah dan masyarakat. Kebijakan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk aspirasi publik, sumber daya yang tersedia, dan konteks sosial-politik. Hal ini sejalan dengan pandangan Anderson (2000), dikutip dalam Handoyo, E., 2012 yang menyatakan bahwa kebijakan publik merupakan pilihan yang dibuat oleh pejabat dan badan pemerintahan untuk mencapai tujuan tertentu.
Carl J. Friedrich dikutip dalam Handoyo, E., 2012 menambahkan dimensi penting lain dengan menekankan bahwa kebijakan publik melibatkan tindakan yang bertujuan untuk mencapai tujuan atau sasaran dalam lingkungan tertentu. Ini menunjukkan bahwa kebijakan publik bukanlah tindakan yang bersifat acak, melainkan hasil dari proses perencanaan dan deliberasi yang matang. Setiap kebijakan publik memiliki tujuan spesifik yang ingin dicapai, seperti meningkatkan kesejahteraan masyarakat, menjaga keamanan, atau melindungi lingkungan.
Salah satu aspek penting dari kebijakan publik adalah bahwa ia mencerminkan nilai-nilai dan prioritas masyarakat. Oleh karena itu, proses pengambilan keputusan dalam kebijakan publik sering melibatkan partisipasi masyarakat, konsultasi, dan pengumpulan data serta informasi relevan. Ini memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan dapat diterima dan diimplementasikan dengan efektif.
Kebijakan publik juga berkaitan dengan sejumlah aktivitas yang melibatkan berbagai sektor dan stakeholder. Misalnya, dalam bidang kesehatan, kebijakan publik dapat mencakup program vaksinasi, pengaturan rumah sakit, dan penyediaan layanan kesehatan dasar. Dalam konteks pendidikan, kebijakan publik dapat meliputi perbaikan kurikulum, peningkatan fasilitas sekolah, dan akses pendidikan untuk semua.
Dengan demikian, kebijakan publik merupakan elemen penting dalam tata pemerintahan yang baik. Ia tidak hanya mencakup tindakan pemerintah, tetapi juga mencerminkan komitmen untuk memenuhi kepentingan publik dan mencapai tujuan bersama dalam masyarakat.

2.2 Aspek-aspek kebijakan publik
Kebijakan  memiliki dua aspek Menurut Thoha (2012, dikutip dalam Ramdhani, A., & Ramdhani, M. A., 2017) yakni:
1. Kebijakan merupakan praktika sosial, kebijakan bukan event yang tunggal atau terisolir. Dengan demikian, kebijakan merupakan sesuatu yang dihasilkan pemerintah yang dirumuskan berdasarkan dari segala kejadian yang terjadi di masyarakat. Kejadian tersebut ini tumbuh dalam praktika kehidupan kemasyarakatan, dan bukan merupakan peristiwa yang berdiri sendiri, terisolasi, dan asing bagi masyarakat. 
Misalnya penerapan kebijakan pendidikan gratis hingga jenjang sekolah menengah atas di Indonesia yaitu contoh dari kebijakan yang lahir dari kebutuhan sosial yang lebih luas, yaitu akses pendidikan untuk semua lapisan masyarakat. Kebijakan ini juga tidak hanya sebuah peraturan, tetapi juga cerminan dari keinginan masyarakat untuk meningkatkan taraf pendidikan dan memajukan sumber daya manusia di Indonesia.
1. Kebijakan adalah suatu respon atas peristiwa yang terjadi, baik untuk menciptakan harmoni dari pihak-pihak yang berkonflik, maupun menciptakan insentif atas tindakan bersama bagi para pihak yang mendapatkan perlakuan yang tidak rasional atas usaha bersama tersebut. Contoh:Kebijakan Mediasi dalam Konflik Tanah  Sebuah kota menghadapi konflik berkepanjangan antara masyarakat adat dan pengembang properti terkait kepemilikan lahan. Pemerintah kota kemudian merespon dengan menerapkan kebijakan mediasi yang melibatkan kedua belah pihak. Mediasi ini bertujuan untuk menemukan solusi yang adil, di mana masyarakat adat dapat mempertahankan sebagian lahan yang memiliki nilai budaya, sementara pengembang mendapatkan izin untuk mengembangkan sebagian lahan yang lain. Kebijakan ini berhasil menciptakan kesepakatan bersama yang mengurangi ketegangan dan menciptakan harmoni antara kedua pihak.
2.3 Unsur-unsur kebijakan publik
Menurut Abidin (2006, dikutip dalam Handoyo, E., 2012) terdapat empat unsur penting dari kebijakan, yaitu tujuan kebijakan, identifikasi masalah, tuntutan(demand), dan dampak atau outcomes.
1. Kebijakan yang dibuat selalu didasarkan pada tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang baik merupakan kunci dari keberhasilan sebuah kebijakan. Terdapat tiga kriteria utama yang harus dipenuhi oleh tujuan yang baik, yaitu diinginkan untuk dicapai, rasional atau realistis, dan berorientasi ke depan. Pertama, tujuan yang diinginkan haruslah dapat diterima oleh banyak pihak. Hal ini dikarenakan tujuan tersebut tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh mayoritas masyarakat. Sehingga, tujuan tersebut juga seharusnya mewakili kepentingan mayoritas atau didukung oleh golongan yang kuat dalam masyarakat. Kedua, tujuan yang baik haruslah rasional. Artinya, tujuan tersebut merupakan pilihan terbaik dari berbagai alternatif yang dipertimbangkan berdasarkan pada kriteria yang relevan dan masuk akal. Tujuan yang baik juga harus memiliki gambaran yang jelas, pola pikirnya runut, dan mudah dipahami langkah-langkah untuk mencapainya. Ketiga, tujuan yang baik harus berorientasi ke depan. Hal ini berarti bahwa tujuan kebijakan harus menghasilkan kemajuan ke arah yang diinginkan, baik dari aspek kuantitatif maupun kualitatif. Selain itu, tujuan yang ingin dicapai pada masa depan harus terletak pada suatu jangka waktu tertentu, sehingga pelaksanaan kebijakan tersebut dapat dievaluasi atas hasilnya. Dengan memastikan bahwa tujuan sebuah kebijakan memenuhi ketiga kriteria di atas, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan tersebut memiliki landasan yang kuat dan berpotensi untuk mencapai hasil yang diinginkan. Misalnya, jika suatu kebijakan bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan, maka tujuannya mungkin adalah untuk mengurangi angka kemiskinan dalam jangka waktu tertentu. Contoh Program Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pelatihan Keterampilan Mengurangi angka kemiskinan di Kabupaten X sebesar 15% dalam waktu lima tahun. Sasaran Kebijakan: 1. Kelompok Sasaran: Keluarga berpenghasilan rendah dan pengangguran di Kabupaten X, 2. Waktu yang Dibutuhkan: Lima tahun, 3. Hasil yang Diinginkan: Meningkatkan keterampilan kerja 5.000 individu melalui program pelatihan, dan memastikan 70% dari peserta pelatihan memperoleh pekerjaan atau memulai usaha sendiri setelah mengikuti program. Untuk mencapai tujuan ini, pemerintah akan meluncurkan program pelatihan keterampilan yang mencakup pelatihan teknis, pengembangan kewirausahaan, dan bantuan penempatan kerja. Program ini juga akan menyertakan dukungan bagi peserta untuk memulai usaha kecil dan memberikan akses ke kredit mikro. Evaluasi berkala akan dilakukan untuk memantau kemajuan dan menyesuaikan strategi agar sesuai dengan kebutuhan peserta dan perkembangan pasar kerja.
1. Unsur kedua dalam merumuskan kebijakan adalah identifikasi masalah. Identifikasi masalah merupakan tahap kritis dalam proses perumusan kebijakan, karena kesalahan dalam menentukan masalah yang akan dipecahkan dapat berujung pada kegagalan total dalam pelaksanaan kebijakan. Sebagai contoh, jika seorang analis kebijakan menganggap bahwa akar permasalahan kemiskinan di perkotaan hanya terletak pada kebodohan dan sikap fatalis dari orang miskin, maka kebijakan yang dirumuskan berdasarkan asumsi tersebut dapat mengarah pada solusi yang tidak tepat. Kemiskinan di perkotaan merupakan masalah kompleks yang tidak dapat disederhanakan menjadi satu atau dua faktor tunggal. Pendekatan yang menyederhanakan masalah kemiskinan hanya pada aspek pendidikan, seperti memberikan pendidikan gratis bagi orang miskin, mungkin tidak akan efektif untuk mengatasi permasalahan kemiskinan perkotaan secara menyeluruh. Hal ini disebabkan oleh sifat multidimensi dari kemiskinan itu sendiri. Dalam konteks kemiskinan perkotaan, faktor-faktor penyebab kemiskinan bisa berasal dari berbagai aspek, seperti rendahnya tingkat pendidikan masyarakat, sikap fatalis, budaya yang tidak mendukung kerja keras, kurangnya semangat berwirausaha, kepemimpinan daerah yang lemah, korupsi dalam birokrasi, dan masih banyak faktor lainnya. Oleh karena itu, pendekatan dalam merumuskan kebijakan untuk mengatasi kemiskinan perkotaan haruslah bersifat komprehensif dan mampu menangani sebab-sebab kemiskinan yang bersifat multidimensional. Dalam hal ini, alternatif pemecahan yang dijadikan sebagai kebijakan haruslah mampu mengakomodasi berbagai aspek penyebab kemiskinan tersebut. Pendekatan yang komprehensif akan memungkinkan kebijakan untuk memecahkan kemiskinan perkotaan secara lebih efektif, karena mampu menyesuaikan solusi dengan kompleksitas permasalahan yang ada. Dengan demikian, proses identifikasi masalah dalam merumuskan kebijakan merupakan langkah awal yang sangat penting, karena akan mempengaruhi keseluruhan proses perumusan kebijakan dan dampak dari implementasi kebijakan tersebut. Oleh karena itu, analisis yang cermat dan mendalam terhadap masalah yang hendak dipecahkan merupakan kunci dalam merumuskan kebijakan yang efektif dan tepat sasaran.
1. Tuntutan merupakan komponen penting dalam suatu kebijakan. Partisipasi masyarakat juga merupakan indikator kemajuan suatu negara. Partisipasi dapat berupa dukungan, kritik, maupun tuntutan. Tuntutan masyarakat dapat muncul akibat terabaikannya kepentingan suatu golongan dalam proses perumusan kebijakan, sehingga kebijakan yang dihasilkan dianggap merugikan golongan tersebut. Selain itu, tuntutan juga dapat muncul akibat adanya kebutuhan baru setelah suatu permasalahan teratasi atau suatu tujuan telah tercapai. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk memperhatikan tuntutan masyarakat dalam merumuskan kebijakan guna mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh lapisan masyarakat.
1. Unsur terakhir dari kebijakan adalah dampak atau outcomes. Dampak merupakan tujuan lanjutan yang timbul sebagai pengaruh dari tercapainya suatu tujuan. Dalam teori ekonomi, pengaruh atau dampak tersebut disebut dengan multiplier effects atau pengaruh ganda. Tindakan kebijakan ekonomi makro atau mikro dari pemerintah dapat berpengaruh lebih besar terhadap pendapatan nasional. Tindakan kebijakan tersebut dapat berupa kebijakan peningkatan investasi, perpajakan, dan lain-lain. Tindakan kebijakan akan berpengaruh terhadap pertambahan atau pengurangan berlipat ganda dari pendapatan masyarakat secara keseluruhan. Masyarakat berpendapatan rendah akan memiliki multiplier effect lebih besar daripada masyarakat yang berpendapatan tinggi karena setiap tambahan pendapatan yang diperoleh akan segera dikeluarkan kembali untuk konsumsi dalam komposisi yang lebih besar, sehingga tabungan dan investasi akan menjadi kecil (Abidin 2006:51).






BAB 3
PENUTUP

3.1 KESIMPULAN
Kebijakan publik adalah tindakan atau keputusan pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan masyarakat. Kebijakan ini mencakup berbagai bidang, mencerminkan nilai dan prioritas masyarakat, serta melibatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan. Terdapat dua aspek utama kebijakan, yaitu sebagai praktik sosial dan respon terhadap peristiwa, dengan empat unsur penting: tujuan, identifikasi masalah, tuntutan masyarakat, dan dampak.
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